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PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BAGI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
INTERNASIONAL

ABSTRAK
Nama : M.Fathur Rizki
Nim : 02101001015

AEC adalah bentuk integrasi ekononii regional yang direncanakan untuk dicapai pada
tahun 20135. Dengan pencapaian tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan
basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang
bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi
tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif
dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan
perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Kemudian, di lain sisi, Indonesia sebagai
salah satu anggota ASEAN yang akan mengikuti AEC ini yaiw dengan cara
pengharmonisasian hukum yang mana antara hukum nasional dan hukum internasional
harus saling berkaitan dan tidak tumpang tindih agar tidak terjadipengutamaan salah
satu kepentingan. Namun ada beberapa kendala yang harus dibenahi seperti tumpang
tindihnya peraturan di bidang perdagangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha
secara langsung. Salah satu hal yang harus dilakukan Indonesia khususnya di bidang
hukum dan kebijakannya ialah dengan cara melakukan sinkronisasi terhadap peraturan
— peraturan di bidang perdagangan, baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal.
Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak — pihak terkait, baik pihak — pihak di
daerah maupun di sekior lain, dalam membuat kebijakan di perdagangan. Penelitian
pada skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif Serta analisis bahan
penelitian pada skripsi ini menggunakan metode analisis Kualitatif. dan tefmik penarikan
kesimpulan pada skripsi ini menggunakan Metode penarikan kesimpulan secara indukiif.

.

Keyword:AEC, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, Pengharmonisasian Hiukum
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REGULATION OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY FOR
INDONESIAN PERSPECTIVE IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

Abstract

Nama :M. Fathur Rizki
Nim : 02101001015
AEC is a form of regional economic integration is planned to be achieved by 2015 with
the achievement of the ASEAN would become a single market and production base where
there is a flow of goods, services, investment and skilled labor and free capital flows
more freely. The flow of commadities and factors of production are expected to bring
ASEAN into a prosperous and compelitive region with equitable economic development
and reduced levels of poverty and socio-economic differences in the ASEAN region. Then,
on the other hand,;Indonesia as one of the members of ASEAN who will follow this AEC
is by way of harmonizing the law where the national law and international law must be
related to each other and do not overlap so that no one terjadipengutamaan interests.
However there are several obstacles that must be addressed as overlapping reguiations
in the field of trade created by the central government and local governments, the high
economic costs that must be borne by the business directly. One of the things to do in
Indonesia, especially in the field of law and policy is a way to synchronize the rules on
trade, both vertical and horizontal sync. Further coordination with the parties - related
parties, both purties in regions as weil as in other sectors, the policy makers in the trade.
Research in this thesis using ncrmative research methods. And analysis of research
material in this thesis using qualitative analysis methods, and techniques of drawing

conclusions in this paper uses the method of inductive inferences.

Keyword: AEC, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, Harmonization of Laws
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masyarakat ekonomi ASEAN atau dalam istilah bahasa inggrisnya yaitu
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY merupakan program kerja yang akan
dilaksanakan oleh ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Program ini ditujukan
agar para anggota ASEAN dapat menjaga kestabilan perekonomian para anggota
ASEAN.'

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY menjadi solusi para anggota ASEAN
agar mampu bersaing terutama di bidang perekonomian khususnya negara
Indonesia yang merupakan salah satu pelopor dari program ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY tersebut. Dalam AEC inipun mempunyai tujuan yang sama dengan
isi dari Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 di Thailand yang merupakan langkah
awal ASEAN. Berikut isi dari deklarasi Bangkok:

1. Meningkatkan dan memajukan laju pertumbuhan perekonomian bagi
anggotanya, memajuakn tingkat sosial dan pengembangan budaya di
kawasan khususnya di Asia Tenggara.

2. Meningkatkan perdamaian dan menjaga stabilitas regional.

3. Menaikkan level kerja sama dan saling membantu untuk keperluan secara

bersama — sama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan

administrasi.

l - n . . .
‘ ‘ htlo.//kah|p1.tnl?grlne\vs.con1/20 14/01/15/jelang-masyarakat-ekonomi-asean-2015-
apindo-jangan-menipu-diri (Senin, 03 Februari 2014,pukul 12:32)




4. Mempertahankan kerja sama yang erat di tengah - tengah organisasi

regional dan internasional yang ada.

5. Meningkatkan kerja sama yang bertujuan untuk memajukan pendidikan,

latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.”

Di sisi lain, para anggota ASEAN harus mampu bersaing untuk menghadapi
pasar bebas, salah satunya Indonesia. Dalam dinamika perkembangannya,
kerjasama ekonomi ASEAN ditujukan kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi
ASEAN atau yang disebut sebagai MEA 2015 (ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY) yang dalam pelaksanaannya berjalan lebih cepat dibandingkan
dengan kerjasama ASEAN di bidaﬁg lainnya . Pembentukan daﬁ AEC (ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY) dimaksudkan untuk membuat ASEAN menjadi
pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana sering terjadi arus barang,
Jjasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas
diantara negara ASEAN. Adapun pembentukan AEC ini melihat dari Organisasi
internasional lainnya seperti Uni Eropa yang merupakan organisasi antar —
pemerintah dan supranasional yang bisa dibilang dalam tingkat ekonominya sudah
sangat maju dan organisasi ini mampu menjembatani semua negara di benua
eropa dan menentukan mata uang yang berlaku di kawasan internasional dan
negara — negara anggota uni eropa tersebut yaitu mata uang “euro” sehingga
dalam kegiatan transaksi seperti barang, jasa, dan kegiatan perekonomian lainnya

mereka tidak harus mengeluarkan mata uang dari negara mereka masing — masing

http://www.aseansec.org/overview/ diakses pada 9 april 2014 (pukul 09:14)
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Jagi. Ada beberapa faktor mengapa ASEAN perlu mendirikan AEC ini dilihat dari
dua sisi yaitu :
Sisi internal

Implementasi perjanjian ekonomi ASEAN yang telah ditandatangant,
termasuk rencana pembentukan FTA ASEAN dengan mitra wicaranya serta
kemungkinan pembentukan FTA Asia Pasifik. FTA (Free Trade Area) yang
merupakan langkah untuk menghapuskan hambatan tarif bagi seluruh anggota
yang setiap anggotanya mempunyai kebijakan tarifnya yang berbeda terhadap
negara yang bukan anggota3 . Kemudian, pengembangan berbagai program dan
aktivitas untuk membentuk sebuah komunitas yang dilaksanakan ASEAN.
Meningkatkan kerjasama internal yang bertujuan untuk meningkatkan kohesivitas

ASEAN yang sampai sekarang telah dijalin dengan cukup baik.

Sisi eksternal:

Munculnya kekuatan baru di kawasan China dan India. Munculnya
kekuatan baru ini ditunjukkan pada saat KTT ASEAN yang ke-11 di Bandar Seri
Begawan, Brunei Darussalam. Dalam KTT ASEAN tersebut, India dan ASEAN
berkeinginan untuk menjalin kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan
ASEAN Community khususnya pada ASEAN Economic Community. Hal itu juga
telah ditunjukkan pada tahun 2012 perdagangan antara ASEAN-India yang men-
capai jumlah sebesar US$ 75,6 milyar. Jumlah tersebut melebihi dari target yang

ditetapkan sebesar US$ 70 milyar. Dengan ini, tren peningkatan diharapkan dapat

J . .
Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN,

Deplu, Kuliah Umum: PIAGAM ASEAN, TRANSFORMASI MENU]J LONON
ASEAN 2015, Palembang, 24 Juni 2008 ¥ INTEGRASLERONOMI



dilanjutkan dengan target perdagangan pada tahun 2015 nanti sebesar US$ 100
milyar*. Kemudian, sejak penandatanganan CAFTA (Chinu ASEAN Free Truade
Area) pada tahun 2009, berdsasarkan data bea cukai China menunjukkan bahwa
perdagangan bilateral naik 26,4% dalam waktu sembilan bulan pertama tahun
2011 sebesar US$ 267 miliar, dengan surplus USD18,9 miliar bagi ASEAN.
Perdana Menteri China Wen Jiabao mengatakan jika Beijing bertekad
memperbesar volume dagang mereka dengan ASEAN menjadi USD500. Medio
Januari-September 2011, kegiatan impor China dari ASEAN telah mengalami
peningkatan sebesar 27,9% menjadi USD 143 miliar. Dari data itu, terlihat jika
CAFTA telah menaikan daya saing internasional ASEAN dengan voluﬁé ekspor
ke China, dan menurut China, kawasan asean telah menjadi salah satu pusat
perkembangan perekonomian dan politik yang paling pesat dan aman untuk
investasi’. Bangkitnya Jepang sebagai kekuatan regional, hal ini terjadi pada tahun
2001, perdagangan antara Jepang dan ASEAN (ekspor + impor) mencapai 13
trilyun 196 milyar 300 juta US dollar, yakni merupakan 14% dari keseluruhan
Jumlah perdagangan Jepang. Di bidang investasi, investasi langsung yang
dilakukan Jepang di ASEAN telah mencapai sebesar 426 milyar 400 juta US

dollar (pada tahun 2002), merupakan sekitar 11% dari investasi Jepang di luar

negeri(’.

4 - v < " " s
India memandang ASEAN sebagai Mitra Strategis Dalam Look East Policy”,Buletin

Komunitas ASEAN,Edisi Minggu,03 November 2013 hlm 14 [Laporan Utama]
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(pukul 07:59 WIB) .pdi diakses pada 14 april 2014

http://www.id.emb-japan.go jp/aj300_07.html, diakses pada 14 April 2014 (pukul 07:30
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC) BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI INTERNASIONAL”.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana kesiapan Indonesia di bidang perundang — undangan dalam
~ melaksanakan AEC 2015 dan peran. AEC dalam melaksanakan
programnya di berbagai sektor? |

2. Bagaimana kerjasama negara — negara ASEAN dalam mewujudkan AEC?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui kesiapan perundang — undangan Indonesia dan Untuk
mengetahui peran AEC dalam melaksanakan programnya di berbagai

sektor;

2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama negara — negara ASEAN dalam

mewujudkan AEC.



D. Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoretis

Hasil penulisan ini berharap dapat memberikan sumbangan untuk ilmu
pengetahuan dilihat kesiapan Indonesia di bidang perundang — undangan
dilihat dari hukum ekonomi internasional, peran AEC dalam
melaksanakan programnya di berbagai sector, dan untuk mengetahui

bentuk kerjasama Negara — Negara ASEAN dalam menciptakan AEC.

2. Secara 1nformatif
Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat umum dan pembaca mengenai informasi yang ada di penulisan
skripsi ini dari kesiapan Indonesia untuk melaksanakan AEC serta
kerjasama apa saja yang telah dilakukan oleh negara — negara ASEAN
untuk mewujudkan AEC.
E. Ruang Lingkup

Sesuai judul skripsi ini yaitu, “PENGATURAN MENGENAI ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL”, maka agar permasalahan yang

dibahas tidak akan menjadi terlalu luas, maka penulis telah membatasi ruang

lingkup penelitiannya pada kerjasama negara — negara ASEAN untuk mencapai

AEC dan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan AEC 2015.



F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti
dalam rangka untuk menyimpulkan suatu permasalahan yang akan menjadi objek
penelitiannya. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas, peneliti

melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka tipe penelitian
yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe ini adalah cara yang
dipergunakan di dalal-n'penel.ilian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
bertuyjuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) dengan
mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum. Selain itu Menggunakan
bahan yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa keterangan-keterangan atau
pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan,

bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

2. Metode pengumpulan bahan penelitian

Metode pendekatan penelitian ini penulis akan menggunakan dua tipe
pendekatan yaitu pendekatan historis (historical approach) dilakukan dalam
rangka pelacakan sejarah lembaga hukum setiap waktu ke waktu dan pendekatan

undang - undang (statute approach) yaitu dengan mengadakan studi



perbandingan hukum yang satu dengan yang lainnya. Studi perbandingan hukum
ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan

hukum negara lainnya.”

3. Jenis dan Sumber Bahan
Jenis penelitian skripsi ini, merupakan penelitian yang dilakukan dengan
cara penelitian normatif, maka dari itu bahan yang digunakan dalam skripsi ini
adalah vahan yang berasal dari pustaka,8 yaitu bahan yang didapat dari bahan
kepustakaan (melalui studi kepustakaan), sedangkan sumber bahan untuk
pex{eiilian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang
dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek
kajian penelitian ini yang dapat berupa:
a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan penelitian yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh
pemerintah’. Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan digunakan
oleh penulis ialah:
1. AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) Blueprint

2. Deklarasi bangkok 1967

(93]

Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC)
4. COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF-ASEAN FREE

TRADE AREA(CEPT-AFTA)

Z Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana,Jakarta,2011 hlm 93-133

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (S inj
. . ) , Suat
Singkar), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him 29 ‘ o (B g

9 ~
Burhan Ashoshofa,Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, jakarta, 2010, hlm 103



10.

13

ASEAN CHARTER

DECLARATION OF ASEAN CONCORD 11

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.01/2003 tentang
Klasifikasi Penetapan Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tentang
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK TAHUN 2005-
2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN,
PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK, DAN BESI-BAJA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004 tentang
Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Ta.hun
2005-2010 Untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan,
Farmasi, Keramik, dan Besi Baja

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.010/2005 tentang | ERUBAHAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA
COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

Keputusan Menko Perekonomian No. 22/M.Ekon/03/2006 terakhir
diubah dgn KEP-19/M.EKON/04 /2008 tentang Pembentukan Tim

Persiapan NSW (National Singlel Window)

. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2005 tentang Peningkatan

Kelancaran Arus Barang Impor dan Ekspor



13. Peraturan menteri keuangan no.208 tahun 2012 tentang PENETAPAN
TARIF’ BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN
GOODS AGREEMENT (ATIGA)

14. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

15. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

16. CAFTA (China ASEAN Free Trade Area)
b) Bahan hukum sekunder
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan

dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku literatur

I

Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisi atau penemuan ilmiah lainnya.

.b.)

Ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung

dan relevan dengan objek kajian penelitian.

¢) Bahan Hukum Tersier

yaitu, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
yang meliputi:

1. Koran atau Harian, majalah atau jurnal

3]

Internet

(98]

Kamus Hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.
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4. Tehnik pengolahan dan pengumpulan Bahan penelitian
Pengolahan bahan penelitian melalui studi pustaka dan pengumpulan
bahan penelitian juga menggunakan media internet.

a) Studi Kepustakaan Yaitu dengan memperoleh bahan dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, buku literatur, laporan yang berkaitan
dengan penelitian.

b) Media Internet Yaitu memperoleh bahan melalui media internet
dengan mengunjungi situs-situs di internet yang memiliki kaitgn
terhadap penelitian |

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu
analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah
diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data tersebut ditarik kesimpulannya.
Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara pemikiran deduktif,
yaitu dengan cara berpikir yang paling mendasar pada hal-hal yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulannya secara khusus'®.

6. Tehnik Penarikan Kesimpulan
Tehnik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adaalah

dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan

kemudian diambil kesimpulan yang umum.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia
Jakarta, 1988 '
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